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ABSTRACT 
The concept of community is a network, which not only consists of NGOs, but also 
whole elements of public private partnership, political parties, and other social volunteers. 
This network works hand by hand to set and enhance a partnership and public 
participation towards pro-social policy formulation. Social capital is strengthened by 
moral supports from public elements (governance actors) which aims to attain social 
developments, one of them is a concept of Sustainable Farming, which is Organic Farming. 
Keywords: Social Capital, Sustainable Farming 
 
ABSTRAK 
Konsep masyarakat merupakan sebuah jejaring (network) yang tidak hanya terdiri 
LSM, namun melibatkan segenap elemen dari pemerintah, perusahaan, partai politik hingga 
relewan-relawan pekerja sosial. Jejaring ini bergerak secara bersamaan dan berupaya 
menerapkan melalui proses keterlibatan dan partisipasi penduduk hingga akhirnya 
melahirkan kebijakan-kebijakan yang ro-sosial. Kapital sosial diperkuat dukungan moral 
dari segenap elemen penduduk dengan tujuan pembangunan sosial. Salah satu wujudnya 
adalah melalui konsep Pertanian Berkelanjutan, yakni pertanian organik. 
Kata-Kata Kunci: Kapital Sosial, Pertanian Berkelanjutan 
A. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara 
maritim dan tercatat sebagai negara 
kepulauan dengan jumah pulau sebanyak 
17.508 buah yang dikelilingi oleh garis 
pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut 
sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan 
Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta 
Km2 . Ada sekitar 60 juta Penduduk 
Indonesia bermukim di wilayah Pesisir 
dan penyumbang sekitar 22 persen dari 
pendapatan brutto nasional. Tak bisa 
dipungkiri di tengah potensi besar lautan 
justru kemiskinan banyak terletak di 
pemukiman nelayan. Memang banyak 
faktor yang menyebabkan kemiskinan 
nelayan baik secara alamiah, struktural, 
maupun kultural. 
Secara alamiah laut memang sulit 
diprediksi. Gelombang tinggi, angin 
kencang atau badai, serta rusaknya alam 
membuat hasil tangkapan semakin 
sedikit. Di satu sisi masyarakat nelayan 
mempunyai kelemahan secara struktural. 
Kemampuan modal yang lemah, 
manajemen rendah, kelembagaan yang 
lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, 
dan keterbatasan teknologi. 
Kita mengetahui nelayan termasuk 
warga negara kita yang berekonomi 
lemah, kontras dengan perannya sebagai 
pahlawan protein bangsa. Kondisi 
kultural juga bisa mendorong nelayan 
semakin terjun ke jurang kemiskinan. 
Kekayaan alam yang besar sering 
meninabobokan kita semua. 
Ketergantungan pada sumber daya laut 
mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan 
ini berakibat tidak adanya peningkatan 
kualitas sumber daya manusia (SDM). 
 
1. Definisi Nelayan 
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Nelayan adalah suatu kelompok 
masyarakat yang kehidupannya 
tergantung langsung pada hasil laut,  baik  
dengan  cara  melakukan  penangkapan  
ataupun  budidaya,  mereka  pada  
umumnya tinggal di pinggir pantai 
(Mulyadi, 2005 ). 
Mereka  umumnya  tinggal  atau  
menetap  di  daerah  pesisir  pantai  dan  
membentuk  suatu komunitas yang 
disebut dengan komunitas nelayan. 
Mereka adalah orang-orang yang begitu 
gigih  dan  akrab  dengan  kehidupan  di  
laut  yang  sifatnya  keras.  Pengetahuan  
tradisionalnya tentang ekologi kelautan, 
merupakan bagian dari kehidupan mereka 
yang sifatnya turun temurun. Para  
nelayan  ini  sangat  percaya  betapa  pun  
kuatnya  tantangan  itu,  laut  tetap  
menawarkan berbagai kemungkinan serta 
memberikan peluang dalam mencari 
nafkah untuk memperolehnya dan 
mereka berjuang dengan penuh 
keyakinan, keuletan dan ketabahan serta 
penggunaan teknologi yang sederhana. 
Menurut Gordon (Satria, 2002 
dalam Deden, 2011) bahwa nelayan 
adalah orang yang melakukan penangkap 
ikan baik di perairan laut atau pun di 
perairan umum dengan menggunakan 
seperangkat  alat  tangkap  ikan. Nelayan  
sering  didefinisikan  sebagai  orang  yang 
melakukan kegiatan penangkap ikan di 
laut. Definisi ini dibuat untuk konteks 
masyarakat tradisional. Ketika perikanan 
sudah mengalami berbagai 
perkembangan, pelaku-pelaku dalam 
penangkapan ikan semakin beragam 
statusnya. 
Secara sosiologis, fenomena ini 
merupakan konsekuensi dari adanya 
differensisasi sosial yang salah satunya 
berupa pembagian kerja atau divission 
of labour. Satria (2002) dalam Deden 
(2011) mengatakan bahwa nelayan dapat 
kita bagi menjadi nelayan pemilik dan 
nelayan buruh. Nelayan pemilik atau 
juragan adalah orang yang memiliki 
sarana penangkapan seperti kapal/perahu,  
jaring,  dan  alat  tangkap  lainnya.  
Nelayan  buruh  adalah  nelayan  yang 
bekerja dengan alat tangkap milik orang 
lain, sebaliknya nelayan juragan adalah 
nelayan yang alatnya dioperasikan  oleh  
orang  lain.  adapun  nelayan  perorangan  
adalah  nelayan  yang  memiliki peralatan 
tangkap sendiri dan dalam 
pengoperasiannya tidak melibatkan orang 
lain. Sementara nelayan buruh adalah 
orang yang menjual jasa tenaga kerja 
sebagai buruh dalam kegiatan 
penangkapan ikan di laut. 
 
2. Definisi dan Kondisi Umum 
Kemiskinan 
Kemiskinan  diartikan  sebagai  
suatu  keadaan  di  mana  seseorang  tidak  
sanggup  memelihara dirinya sendiri 
sesuai dengan taraf kehidupan kelompok 
dan juga tidak mampu memanfaatkan 
tenaga, mental, maupun fisiknya dalam 
kelompok tersebut (Soekanto, 2006). 
Sedangkan menurut Depsos, kemiskinan 
merupakan sebuah kondisi yang berada di 
bawah garis nilai standar kebutuhan 
minimum, baik untuk makanan dan non 
makanan, yang disebut garis kemiskinan 
(poverty line) atau batas kemiskinan 
(poverty threshold). Garis kemiskinan 
adalah sejumlah rupiah yang diperlukan 
oleh setiap individu untuk dapat 
membayar kebutuhan makanan setara 
2.100 kilo per kalori per orang per hari 
dan kebutuhan non makanan yang terdiri 
dari perumahan, pakaian,  kesehatan,  
pendidikan  dan  kebutuhan  non  
makanan  yang  terdiri  dari  perumahan, 
pakaian, kesehatan, transportasi, serta 
aneka barang dan jasa lainnya (Suharto, 
2005). 
Kemiskinan  diartikan  sebagai  
suatu  keadaan  di  mana  seseorang  tidak  
sanggup  memelihara dirinya sendiri 
sesuai dengan taraf kehidupan kelompok 
dan juga tidak mampu memanfaatkan 
tenaga mental, maupun fisiknya dalam 
kelompok tersebut. Kemiskinan tidak bisa 
hanya dilihat dari  sudut  ekonomi  saja  
karena  kemiskinan  ternyata  berkaitan  
dengan  berbagai  aspek, diantaranya 
aspek sosial budaya, bahwa persoalan 
kemiskinan sangat erat hubungannya 
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dengan budaya. Dari sudut ini, kita dapat 
melihat bahwa budaya turut ambil bagian 
dalam membuat seseorang menjadi 
miskin. 
Selain itu, Kemiskinan 
tergategorikan kedalam kemiskinan 
struktural dan kemiskinan kultural. 
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan 
yang terjadi bukan dikarenakan 
ketidakmampuan si miskin untuk bekerja 
(malas), melainkan karena 
ketidakmampuan sistem dan struktur 
sosial dalam menyediakan kesempatan-
kesempatan yang memungkinkan si 
miskin dapat bekerja (Suharto, 2005). 
Struktur sosial tersebut tidak mampu 
menghubungkan masyarakat dengan 
sumber-sumber yang tersedia, baik yang 
disediakan oleh alam, pemerintah 
maupun masyarakat yang ada 
disekitarnya. Pihak yang berperan besar 
dari terciptanya kemiskinan struktural 
ini adalah pemerintah, karena pemerintah 
sebagai pihak yang memiliki kekuasaan 
dan kebijakan cenderung membiarkan 
masyarakat dalam kondisi miskin, tidak 
mengeluarkan kebijakan yang pro 
masyarakat miskin, jika pun ada lebih 
berorientasi pada proyek, bukan pada 
pembangunan kesejahteraan. 
Sedangkan kemiskinan kultural 
menurut Lewis (Suharto, 2005), 
merupakan kemiskinan yang muncul 
sebagai akibat adanya nilai-nilai atau 
kebudayaan yang dianut oleh orang-orang 
miskin, seperti malas, mudah menyerah 
pada nasib, kurang memiliki etos kerja. 
Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini 
adalah masyarakat enggan 
mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-
lembaga utama, sikap apatis, curiga, 
terdiskriminasi oleh masyarakat luas. 
Kebudayaan kemiskinan biasanya 
merupakan efek domino dari belenggu 
kemiskinan struktural yang menghinggap 
masyarakat  terlalu  lama,  sehingga  
membuat  masyarakat  apatis,  pasrah,  
berpandangan  jika sesuatu yang terjadi 
adalah takdir, dalam konteks keagamaan 
disebut dengan paham Jabariah, terlebih 
paham ini disebarkan dan di 
indoktrinasikan dalam mimbar 
agama.Permasalahan Internal Nelayan 
1. Teknologi penangkapan yang masih 
tradisional 
Meskipun jumlah armada 
penangkapan ikan yang mencapai 
412.702 unit pada tahun 1998 –dan 
ini terbilang besar, namun komposisi 
armada penangkapan itu masih 
didominasi oleh armada perikanan 
kecil. Jumlah armada di atas terdiri 
dari Perahu Tanpa Motor sebanyak 
54 %, Motor Tempel  25 % dan 
Kapal Motor 21 %.  Dengan struktur 
armada seperti itu akan sulit 
diharapkan produksi perikanan laut 
Indonesia dapat ditingkatkan dengan 
cepat. Perahu Tanpa Motor dan 
Motor Tempel hanya mampu 
beroperasi di perairan pantai.  Hal ini 
membawa implikasi pada (i) 
produksi yang rendah akibat 
produktifitas yang rendah, (ii) 
kemungkinan terjadinya overfishing 
di perairan pantai akibat kepadatan 
tangkap yang tinggi dan (iii) potensi 
konflik antar nelayan akibat 
kepadatan yang tinggi dan perluasan 
daerah tangkap yang hanya bersifat 
horizontal (keperairan wilayah 
tetangga) dan tidak vertikal.  
Penurunan produktivitas dipahami 
mengingat usaha penangkapan 
terkonsentrasi di daerah pantai 
dengan upaya penangkapan yang 
semakin banyak  dan  intensif,  
sementara  potensi  sumberdaya  ikan  
di  daerah  tersebut  cenderung 
mengalami penurunan. 
Permasalahan keterbatasan 
kapasitas armada dan alat tangkap 
diatas menyebabkan tingkat 
produktifitas nelayan yang rendah. 
Pada tahun 1998, produktifitas 
nelayan Indonesia hanya 1,64 
ton/orang/tahun    atau  5,46  
kg/orang/hari  (dengan  asumsi  300  
hari  kerja  dalam  setahun). 
Meskipun di beberapa daerah 
kehidupan mereka telah mengalami 
kemajuan, namun sebagian besar 
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terutama nelayan buruh hidup dalam 
gelimang kemiskinan dimana 
kebutuhan sehari-hari pun kadang 
tidak terpenuhi.   Ditambah lagi 
margin keuntungan dari usaha 
penangkapan ikan lebih banyak 
dinikmati oleh pihak-pihak di luar 
nelayan seperti para tengkulak, 
pedagang tingkat lokal sampai 
pedagang tingkat internasional.  
Menurut Damanhuri dalam Satria 
(2001), margin keuntungan yang 
diterima nelayan hanya sekitar 5 %. 
2. Modal yang tidak memadai 
Tidak berkembangnya usaha 
perikanan tangkap secara optimal 
salah satunya karena keterbatasan 
modal baik modal investasi maupun 
modal usaha.  Padahal apabila dilihat 
dari kebutuhan modal yang 
diperlukan, usaha penangkapan ikan 
membutuhkan modal yang relatif 
besar, misalnya bila dibandingkan 
dengan usaha pertanian tanaman 
pangan. 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Kondisi Nelayan Indonesia 
Bank Dunia memperhitungkan 
bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen 
dari total penduduk Indonesia dalam 
kondisi miskin dan rentan menjadi 
miskin. Kalangan tersebut hidup hanya 
kurang dari 2 dollar AS atau sekitar Rp. 
19.000,– per hari. Badan Pusat Statistik 
(BPS), dengan perhitungan yang agak 
berbeda dari Bank dunia, mengumumkan 
angka kemiskinan di Indonesia „hanya‟ 
sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). 
Angka tersebut diperoleh berdasarkan 
ukuran garis kemiskinan ditetapkan 
sebesar 1,55 dollar AS. Namun, 
terlepas dari perbedaan angka- angka 
tersebut, yang terpenting bagi kita adalah 
bukan memperdabatkan masalah 
banyaknya jumlah orang miskin di 
Indonesia, tapi bagaimana menemukan 
solusi untuk mengatasi masalah 
kemiskinan tersebut. 
Dengan potensi yang demikian 
besar, kesejahteraan nelayan justru sangat 
minim dan identik dengan kemiskinan. 
Sebagian besar (63,47 persen) 
penduduk miskin di Indonesia berada 
di daerah pesisir dan pedesaan. Data 
statistik menunjukan bahwa upah riil 
harian yang diterima seorang buruh tani 
(termasuk buruh nelayan) hanya sebesar 
Rp. 30.449,- per hari. Jauh lebih rendah 
jika dibandingkan dengan upah nominal 
harian seorang buruh bangunan biasa 
(tukang bukan mandor) Rp. 48.301,- per 
hari. Hal ini perlu menjadi perhatian 
mengingat ada keterkaitan erat antara 
kemiskinan dan pengelolaan wilayah 
pesisir. 
Tekanan terhadap sumber daya 
pesisir sering diperberat oleh tingginya 
angka kemiskinan di wilayah tersebut. 
Kemiskinan sering pula memicu sebuah 
lingkaran setan karena penduduk yang 
miskin sering menjadi sebab rusaknya 
lingkungan pesisir, namun penduduk 
miskin pulalah yang akan menanggung 
dampak dari kerusakan lingkungan. 
Dengan kondisi tersebut, tidak 
mengherankan jika praktik perikanan  
yang merusak masih sering terjadi di 
wilayah pesisir. Pendapatan mereka dari 
kegiatan pengeboman dan penangkapan 
ikan karang dengan cyanide masih jauh 
lebih besar dari pendapatan mereka 
sebagai nelayan. Dengan besarnya 
perbedaan pendapatan tersebut di atas, 
sulit untuk mengatasi masalah kerusakan 
ekosistem pesisir tanpa memecahkan 
masalah kemiskinan yang terjadi di 
wilayah pesisir itu sendiri. 
2. Analisa Penyebab Kemiskinan 
Nelayan 
Masalah kemiskinan nelayan 
merupakan masalah yang bersifat multi 
dimensi sehingga untuk 
menyelesaikannya diperlukan sebuah 
solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi 
secara parsial. Untuk kita, terlebih dahulu 
harus diketahui akar masalah yang 
menjadi penyebab terjadinya kemiskinan 
nelayan. 
Secara umum, kemiskinan 
masyarakat pesisir ditengarai disebabkan 
oleh tidak terpenuhinya hak- hak dasar 
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masyarakat, antara lain kebutuhan akan 
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 
inftastruktur. Di samping itu, kurangnya 
kesempatan berusaha, kurangnya akses 
terhadap informasi, teknologi dan 
permodalan, budaya dan gaya hidup yang 
cenderung boros, menyebabkan posisi 
tawar masyarakat miskin semakin lemah. 
Pada saat yang sama, kebijakan 
Pemerintah selama ini kurang berpihak 
pada masyarakat pesisir sebagat salah 
satu pemangku kepentingan di wilayah 
pesisir. 
a. Kondisi Alam 
Kompleksnya permasalahan 
kemiskinan masyarakat nelayan 
terjadi disebabkan masyarakat 
nelayan hidup dalam suasana alam 
yang keras yang selalu diliputi 
ketidakpastian dalam menjalankan 
usahanya. Musim paceklik yang 
selalu datang tiap tahunnya dan 
lamanya pun tidak dapat dipastikan 
akan semakin membuat masyarakat 
nelayan terus berada dalam lingkaran 
setan kemiskinan setiap tahunnya. 
b. Tingkat pendidikan nelayan 
Nelayan yang miskin umumnya 
belum banyak tersentuh teknologi 
modern, kualitas sumber daya 
manusia rendah dan tingkat 
produktivitas hasil tangkapannya 
juga sangat rendah. Tingkat 
pendidikan nelayan berbanding lurus 
dengan teknologi yang dapat 
dihasilkan oleh para nelayan, dalam 
hal ini teknologi di bidang 
penangkapan dan pengawetan ikan. 
Ikan cepat mengalami proses 
pembusukan dibandingkan dengan 
bahan makanan lain disebabkan oleh 
bakteri dan perubahan kimiawi pada 
ikan. Oleh karena itu, diperlukan 
teknologi pengawetan ikan yang 
baik. Selama ini, nelayan hanya 
menggunakan cara yang tradisional 
untuk mengawetkan ikan. Hal 
tersebut salah satunya disebabkan 
karena rendahnya tingkat pendidikan 
dan pengusaaan nelayan terhadap 
teknologi. 
c. Pola kehidupan nelayan sendiri 
Streotipe semisal boros dan malas 
oleh berbagai pihak sering dianggap 
menjadi penyebab kemiskian 
nelayan. Padahal kultur nelayan jika 
dicermati justru memiliki etos kerja 
yang handal. Bayangkan mereka 
pergi subuh pulang siang, kemudian 
menyempatkan waktunya pada waktu 
senggang untuk memperbaiki jaring. 
Memang ada sebagian nelayan yang 
mempunyai kebiasaan dan budaya 
boros dan hal tersebut menyebabkan 
posisi tawar masyarakat miskin 
semakin lemah 
d. Pemasaran hasil tangkapan 
Tidak semua daerah pesisir memiliki 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal 
tersebut membuat para nelayan 
terpaksa untuk menjual hasil 
tangkapan mereka kepada tengkulak 
dengan harga yang jauh di bawah 
harga pasaran. 
e. Program pemerintah yang tidak 
memihak nelayan 
Salah satunya adalah dengan adanya 
kenaikan BBM yang merupakan 
momok bagi nelayan, melihat  
tingginya  ketergantungan  mereka  
terutama  pada  jenis  solar.  Jika  
sampan  bermesin ukuran 5-12 PK 
membutuhkan rata-rata 10 liter solar 
sekali melaut, maka setiap sampan 
akan mengelurakan biaya Rp.21.000 
dalam kondisi harga normal atau di 
pangkalan sebesar Rp.2100. Tetapi 
pada umumnya nelayan membeli 
harga solar Rp.25.00-27.000, karena 
tergantung pada tingkatan agen yang 
bermain di lapangan. Semakin 
banyak agennya maka semakin 
panjanglah rantai pasarnya dan 
semakin tinggilah harga solar 
sampai ke tangan nelayan. Harga 
tersebut “terpaksa” dibeli, untuk bisa 
melanjutkan hidup dengan melaut, 
meskipun dengan kondisi pas- pasan. 
 
Selain itu, proses pemangkasan 
kekuatan rakyat pada masa orde baru, 
masih terasakan dengan melemahnya 
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kearifan-kearfian lokal. Dulu, tradisi 
jamu laut di Sumatera Utara masih efektif 
terutama dalam hal pelarangan 
penangkapan ikan pada musim tertentu. 
Biasanya setelah jamu laut, dilarang pergi 
melaut selama beberapa hari, dengan 
demikian ada waktu pemulihan sumber 
daya ikan . Tak heran kalau sehabis jamu 
laut, dipercaya ada berkah laut dengan 
hasil tangkapan yang banyak. Sayangnya, 
semuanya itu tidak lagi seutuhnya terjadi 
hari ini, karena jamu lautpun sudah mulai 
pudar, dan hanya menjadi ritus-ritus 
belaka. Potret kemiskinan struktural 
terjadi karena  negara  sejak  lama  
mengabaikan  potensi  bahari  yang  kaya  
raya  ini  sehingga  hanya dikuasai 
segelinitir orang termasuk sebagain besar 
oleh kapal-kapal asing. 
Secara garis besar, dapat dikatakan 
bahwa penyebab kemiskinan setidaknya 
terkait dengan tiga dimensi, yaitu : 
a.   Dimensi Ekonomi 
Kurangnya sumber daya yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan orang, baik secara financial 
ataupun segala jenis kekayaan yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
b. Dimensi Sosial dan Budaya 
Kekurangan   jaringan   social   dan   
struktur   yang   mendukung   untuk   
mendapatkan kesempatan agar 
produktivitas seseorang meningkat. 
c. Dimensi Sosial dan Politik 
Rendahnya derajat akses terhadap 
kekuatan yang mencakup tatanan sistem 
sosial politik. Di dunia bagian manapun, 
rasanya kita akan sulit menemukan ada 
suatu negara tanpa orang miskin. Bahwa 
pengelompokkan golongan berdasarkan 
suatu kualifikasi miskin dan kaya 
memang menjadi suatu fitrah dan oleh 
karenanya akan selalu ada dalam 
kehidupan manusia. Namun, akan 
menjadi sebuah masalah apabila 
kemiskinan diartikan sedemikian rupa 
sehingga menimbulkan  perbedaan  
diantara  para  warga  masyarakat  secara  
tegas.  Disinilah  diperlukan peran hukum 
untuk menjamin adanya suatu persamaan 
di hadapan hukum tanpa memandang 
status dan derajat seseorang. 
Ironisnya, lebih sering hukum 
berlaku yang sebaliknya. Kekayaan 
memberikan perlindungan hukum yang 
lebih aman, malah sering juga 
melestarikan ketidakadilan hukum antara 
si kaya dan si miskin. 
3. Langkah yang Harus Kita Ambil 
Keterpaduan penanganan 
kemiskinan nelayan sangat dibutuhkan 
sekali, tujuannya adalah untuk 
menghilangkan egosektor dari masing-
masing pemangku kepentingan. 
Keterpaduan tersebut adalah sebagai 
berikut : pertama, keterpaduan sektor 
dalam tanggung jawab dan kebijakan. 
Keputusan penanganan kemiskinan 
nelayan harus diambil melalui proses 
koordinasi diinternal pemerintah, yang 
perlu digaris bawahi adalah kemiskinan 
nelayan tidak akan mampu ditangani oleh 
secara kelembagaan oleh sektor kelautan 
dan perikanan, mulai dari pusat sampai 
kedaerah. Kedua, keterpaduan keahlian 
dan pengetahuan, untuk merumuskan 
berbagai kebijakan, strategi, dan program 
harus didukung berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan dan keahlian, tujuannya 
adalah agar  perencanaan  yang  disusun  
betul-betul  sesuai  dengan  tuntutan  
kebutuhan  masyarakat nelayan. Ketiga, 
keterpaduan masalah dan pemecahan 
masalah sangat diperlukan untuk 
mengetahui akar permasalahan  yang 
sesungguhnya, sehingga kebijakan  yang 
dibuat bersifat komprehensif, dan tidak 
parsial.  Keempat, keterpaduan lokasi, 
memudahkan dalam melakukan 
pendampingan, penyuluhan dan 
pelayanan (lintas sektor), sehingga 
program tersebut dapat dilakukan secara 
efektif dan efesien. 
Kegagalan kebijakan penanganan 
kemiskinan nelayan ini selama ini, 
disamping kurangnya keterpaduan, juga 
terdapatnya berbagai kelemahan dalam 
perencanaan. Untuk itu dalam proses 
perencanaan harus unsur-unsur sebagai 
berikut : 
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1. Perumusan sasaran yang jelas, 
berupa; hasil akhir yang 
diharapkan dari kegiatan yang 
dibuat, kelembagaan yang 
bertanggung jawab, serta objek 
dari kegiatan. 
2. Pengidentifikasian  situasi  yang  
ada,  yaitu  dengan  
mempertimbangkan  faktor  
internal (kekuatan dan kelemahan) 
dan eksternal (peluang dan 
ancaman), tujuannya untuk 
mengetahui kondisi sesungguhnya 
tentang objek yang akan 
ditangani. Selanjutnya akan 
memudahkan dalam menyusun 
berbagai strategi yang mendukung 
penanganan kemiskinan nelayan. 
3. Penentuan  tujuan  harus  bersifat  
spesifik  (objek,  kegiatan,  
dibatasi  waktu  dan  terukur), 
sehingga pengentasan kemiskinan 
nelayan jelas siapa sasarannya dan 
jenis kegiatan yang akan 
dilakukan, dan selanjutnya berapa 
lama waktu yang dibutuhkan 
dalam pencapaian tujuan dapat 
ditentukan dengan jelas. 
4. Menganalisa keadaan, 
pelaksanaan kegiatan harus 
disesuaikaan antara ketentuan 
yang telah ditetapkan dengan 
realiatas yang ada dilapangan, dan 
apabila terjadi permasalahan 
diluar dugaan, maka perlu segera 
dibuatkan stretegi dan tindakan 
baru untuk menutup jurang 
perbedaan. 
5. Pendampingan, monitoring dan 
evaluasi, pendampingan harus 
dilakukan awal kegiatan 
dilaksanakan, sampai paca 
kegiatan, sehingga akan menjadi 
bahan evaluasi, apakah kegiatan 
telah dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan. 
Selanjutnya melalui konsep  
yang dikemukakan  ini akan dapat 
dirumuskan berbagai strategi 
pengentasan kemiskinan seperti: 
perluasan kesempatan kerja, 
pemberdayaan kelembagaan masyarakat, 
peningkatan kapasitas kelembagaan dan 
SDM, perlindungan sosial, dan penataan 
kemitraan global. 
4. Menciptakan Program Pemerintah 
yang Memihak 
Bahwa musim paceklik akan hadir 
dalam setiap tahunnya. Oleh karenanya 
berbagai strategi adaptasi dilakukan 
masyarakat nelayan untuk bertahan 
hidup. Strategi adaptasi yang biasanya 
dilakukan adalah memobilisasi peran 
perempuan (kaum istri) dan anak-anaknya 
untuk mencari nafkah. Kaum perempuan 
biasanya terlibat penuh dalam kegiatan 
pranata-pranata sosial ekonomi yang 
mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan 
pengajian berdimensi kepentingan 
ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan 
sosial yang bisa mereka manfaatkan 
untuk menunjang kelangsungan hidup 
keluarga. 
Hadirnya pranata-pranata tersebut 
merupakan strategi adaptasi masyarakat 
nelayan dalam menghadapi kesulitan 
hidup yang dihadapinya. Strategi adaptasi 
diartikan sebagai pilihan tindakan yang 
bersifat rasional dan efektif sesuai dengan 
konteks lingkungan sosial, politik, 
ekonomi dan ekologi, dimana penduduk 
miskin itu hidup. Sedangkan strategi 
adaptasi yang dilakukan para nelayan 
(kaum suami) adalah diversifikasi 
pekerjaan untuk memperoleh sumber 
penghasilan baru. Bahkan, strategi 
adaptasi tersebut diselingi dengan 
menjual barang-barang berharga yang ada 
dan berhutang. Namun, kedua strategi ini 
pun tidak mudah didapat karena berbagai 
faktor telah membatasi akses mereka. 
Dengan segala keterbatasan yang ada, 
masyarakat nelayan mengembangkan 
sistem jaringan social yang merupakan 
pilihan strategi adaptasi yang sangat 
signifikan untuk dapat mengakses 
sumberdaya ikan yang semakin langka. 
Oleh karena itu, diperlukan 
kebijakan pemerintah yang nyata dalam 
mengatasi masa pacaklik ini, salah 
satunya jaminan sosial. Jaminan yang 
dibutuhkan masyarakat nelayan tidak 
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muluk-muluk, mereka hanya memerlukan 
tersedianya dana kesehatan dan dana 
paceklik. Sementara itu, kebijakan  
tersebut  harus  disusun  oleh  struktur  
sosial  budaya  lokal,  baik  yang  
berhubungan dengan  masalah  institusi  
maupun  dengan  sistem  pembagian  
kerja  yang  berlaku  dalam masyarakat 
nelayan. Hal ini dikarenakan, pranata-
pranata sosial budaya yang ada 
merupakan potensi pembangunan 
masyarakat nelayan yang bisa 
dieksplorasi untuk mengatasi 
kemiskinan dan kesulitas ekonomi 
lainnya. 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri di sektor 
kelautan dan perikanan yang  saat  ini  
digalakkan  oleh  pemerintah,  diharapkan  
bisa  menurunkan  angka  kemiskinan 
nelayan di Indonesia. Melalui 
pengembangan kegiatan perekonomian 
masyarakat yang berbasis pada sumber 
daya lokal, baik masyarakat maupun 
sumber daya alamnya, para nelayan dapat 
mengembangkan usaha sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhannya. Dengan 
demikian, diharapkan dapat memberantas 
kemiskinan, menciptakan lapangan kerja 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah, khususnya di kalangan 
masyarakat nelayan. 
Selain itu, pemerintah juga perlu 
mendorong sektor perbankan untuk 
membuka kantor kasnya di setiap Tempat 
Pemasaran Ikan (TPI) yang bisa 
mengatasi kesulitan para bakul untuk 
menutup tagihannya.  Termasuk  fungsi  
perbankan  disini  adalah  menyediakan  
dana  yang  diperlukan nelayan  untuk  
berlayar.  Sayangnya  dengan  kondisi  
kehidupan  nelayan  yang  pas-pasan, 
tampaknya sangat sulit bagi perbankan 
untuk menjalankan fungsi tersebut tanpa 
adanya agunan yang memadai dari para 
nelayan. 
Pemerintah diupayakan bisa 
menyediakan dana khusus sebagai 
jaminan kepada perbankan untuk 
menyalurkan dananya kepada nelayan. 
Kalaupun perbankan tidak mampu 
memenuhi peran tersebut, pemerintah 
bisa menempatkan dananya sebagai 
penyertaan modal kepada KUD-KUD 
pengelola TPI. Memang, nada miring 
tentang KUD seringkali kita dengar 
sehingga pemerintah pun cenderung 
berhati-hati bila ingin memberdayakan 
KUD. Namun, pendapat ini tidak bisa 
digeneralisasi  secara  membabi  buta,  
karena  masih  cukup  banyak  pengurus  
KUD  yang mempunyai hati nurani 
seperti KUD-KUD pengelola TPI. Tidak 
ada salahnya, mulai sekarang pemerintah 
mulai mencoba mengalokasikan dana 
retribusi dari transaksi di TPI untuk 
diarahkan kepada penyediaan modal bagi 
nelayan. Dengan demikian misalokasi 
anggaran diharapkan tidak akan banyak 
terjadi, karena dengan memberdayakan 
KUD berarti pula mendorong bangkitnya 
kekuatan ekonomi nelayan.  
Studi Lapangan : Kampung Nelayan – 
Cilincing 
 
Temuan lapangan terkait nelayan 
dan kemiskinan, dimana dikategorikan 
sembilan permasalahan teknis yang 
menyebabkan nelayan miskin 
1. Banyak  nelayan  yang  kini  
melakukan  usaha  penangkapan  
ikan  di  wilayah-wilayah perairan 
laut yang stok SDI (sumber daya 
ikan) nya mengalami overfishing 
(tangkap lebih) 
2. Pencemaran  laut,  perusakan  
ekosistem  pesisir  (seperti  
mangrove,  terumbu  karang, 
padang lamun, dan estuari) yang 
semakin dahsyat, dan perubahan 
iklim global ditenggarai 
menurunkan stok (populasi) SDI. 
3. Sebagian besar nelayan 
menangani (handling) ikan hasil 
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tangkapan selama di kapal 
sampai di tempat pendaratan ikan 
(pelabuhan perikanan) belum 
mengikuti cara-cara penanganan 
yang baik (Best Handling 
Practices) 
4. Hampir semua nelayan tradisional 
mendaratkan ikan hasil 
tangkapannya di pemukiman 
nelayan, tempat pendaratan ikan 
(TPI), atau pelabuhan perikanan 
pantai (PPP) yang tidak 
dilengkapi dengan pabrik es atau 
cold storage dan tidak memenuhi 
persyaratan standar sanitasi dan 
higienis. 
5. Di masa paceklik dan kondisi laut 
sedang berombak besar atau 
angin kencang (badai), antara 2 
sampai 4 bulan dalam setahun, 
nelayan tidak bisa melaut untuk 
menangkap ikan. 
6. Pada musim paceklik, harga jual 
ikan di lokasi pendaratan ikan 
biasanya tinggi (mahal), tetapi 
begitu musim ikan (peak season) 
tiba, harga jual mendadak turun 
drastis. 
7. Kebanyakan  nelayan  membeli  
jaring,  alat  tangkap  lain,  BBM,  
beras,  dan  bahan perbekalan 
lainnya untuk melaut juga dari 
pedagang perantara yang 
jumlahnya bisa lebih dari dua 
tingkatan, tidak langsung dari 
pabrik atau produsen pertama. 
8. Harga BBM dan sarana produksi 
untuk melaut lainnya terus naik, 
sementara harga jual ikan relatif 
sama dari tahun ke tahun, atau 
kalaupun naik relatif lamban. 
9. Sistem bagi hasil antara pemilik 
kapal ikan, nahkoda kapal, 
fishing master, dan ABK 
ditenggarai  jauh  lebih  
menguntungkan  pemilik  kapal.  
Dan,  yang  paling  dirugikan 
adalah ABK.  Karena itu, pada 
umumnya pemilik kapal modern 
(diatas 30 GT) beserta nahkoda 
kapal dan fishing master sudah 
sejahtera, bahkan kaya.  
Sementara, ABK nya masih 
banyak yang miskin. 
5. Akar Kemiskinan Nelayan 
1. Keterbatasan Kualitas sumberdaya 
Nelayan 
2. Keterbatasan modal usaha dan 
teknologi penangkapan 
3. Hubungan  kerja  (pemilik  
perahu-  Nelayan  Buruh)  
dianggap  kurang  menguntunkan 
khusunya  bagi  nelayan  buruh.  
klo  daerah  sulawesi  lebih  akrab  
dengan  istilah "Ponggawa-Sawi) 
ponggawa adalah pemilik kapal 
sementara sawi adalah awak 
atau anak buah kapal. 
4. Kesulitan melakukan diversifikasi 
usaha penangkapan. 
5. Ketergantungan yang tinggi 
terhadap ekupasi melaut 
 
C. PENUTUP 
Kemiskinan merupakan masalah 
yang multidimensional sehingga 
pendekatan untuk mengentaskan 
kemiskinan juga harus multidimensional. 
Dalam hal mengatasi kemiskinan kaum 
nelayan, Setidaknya perlu mengagas dan 
mewujudkan harapan akan perkuatan 
sektor kelautan dari semua aspek. Mulai 
dari gazetteer pulau, pemetaan wilayah 
terbaru, penegasan tapal batas, perkuatan  
armada  pertahanan  lautan  (penambahan  
jumlah  kapal  patroli  laut  sampai  
jumlah ideal), pengembangan  dan kawal 
tetap pulau-pulau terluar, penertiban zona 
tangkapan ikan dan aktivitas kelautan 
lain, sampai persoalan penyelamatan 
lingkungan perairan. Ini juga termasuk 
perkuatan sektor perikanan, perjuangan 
nasib nelayan lokal (dalam negeri), 
penegasan dan penegakan  hukum 
perairan dan kelautan, sampai 
pemanfaatan berkelanjutan potensi laut 
yang ramah lingkungan. Begitu banyak 
“pekerjaan rumah” yang harus 
diselesaikan Indonesia untuk bisa tegar 
perkasa sebagai satu negara maritim 
terbesar dunia. 
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Dengan demikian mengatasi 
kemiskinan nelayan sebaiknya harus 
diawali dengan adanya data akurat 
statistik. Selanjutnya ditindaklanjuti 
mengenai apa penyebab dari kemiskinan 
tersebut, apakah   karena   jeratan   utang   
atau   faktor   lain.   Kemudian   cara   
atau   metode   untuk menaggulanginya 
lebih  terfokus, pada nelayan-nelayan  
yang berada pada subordinasi tokeh. 
Bagaimanpun juga bahwa penyebab 
kemiskinan tidaklah sama disemua 
wilayah, bahkan ukurannyapun bisa 
berbeda-beda atau tergantung kondisi 
setempat. Sehingga formula pengentasan 
kemiskinanpun tidak bisa digeneralisir 
pada semua wilayah atau semua sektor. 
Kemiskinan  yang dialami  oleh nelayan  
tidak  bisa  disamamakan  dengan  ukuran  
kemiskinan buruh di perkotaan. Bahkan 
dalam suatu di kabupaten yang sama 
belum tentu bisa diratakan ukuranya pada 
desa-desa pesisir yang ada. Program 
pengentasan kemiskinan nelayan 
membutuhkan strategi khusus yang 
mampu menjawab realitas yang terjadi 
hari ini. Selain itu, peranan hukum juga 
menjadi sangat penting untuk 
mensejahterakan para nelayan. 
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